[bookmark: _Hlk104298614]
	Kebijakan Safeguarding (Templat)  

	
	

	

	Perlindungan dari Eksploitasi,  Pelecehan dan Kekerasan Seksual (PSEAH) 

	Nama Proyek/Organisasi

	Tanggal

	











2

Isi
1.	Pendahuluan	4
1.1	Manajemen Versi	4
1.2	Prinsip-prinsip	5
1.2.1	Apa yang dimaksud dengan 'Safeguarding'?	5
1.2.2	Prinsip-prinsip Panduan 	5
1.3	Ruang Lingkup	7
1.4	Implementasi	7
2.	Tanggung Jawab dan Larangan	8
2.1	Tanggung Jawab	8
2.1.1	[Organisasi/Proyek] akan:	8
2.1.2	Staf dan personel terkait tidak boleh:	8
3.	Masalah Pelaporan	9
3.1	Apa yang harus dilaporkan	9
3.2	Saluran Pelaporan	10
3.3	Pendekatan yang Berpusat pada Korban dan Penyintas	11
4.	Informasi Lain	12
4.1	Kebijakan Terkait	12
4.2	Glosarium	12


	
	
	




	

	



1/5

Pendahuluan 
[Nama proyek/organisasi] berkomitmen untuk berjuang menuju dunia yang bebas dari eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan seksual (SEAH). Kami menerapkan kebijakan tidak ada toleransi terhadap tidak adanya tindakan (inaction) - yang berarti tidak hanya semua tindakan SEAH tidak ditoleransi, tetapi juga semua tuduhan SEAH akan ditanggapi dengan serius. Tidak ada toleransi terhadap tidak adanya tindakan (inaction) dalam mencegah, melaporkan, atau menanggapi SEAH; dan tidak ada toleransi terhadap pembalasan dendam terhadap korban yang selamat atau whistleblowers.[footnoteRef:2] [2:  Definisi yang diambil dari Prinsip-prinsip Umum CAPSEAH. Lihat Prinsip-prinsip Umum] 

N.B. Pelanggaran terhadap kebijakan Perlindungan Safeguarding dari Eksploitasi, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual (PSEAH) atau kebijakan terkait akan mengakibatkan tindakan disipliner hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja atau kewajiban kontrak.
[Nama proyek] adalah [deskripsi proyek atau organisasi] Kebijakan ini telah diadaptasi untuk proyek ini sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan kami untuk Tidak Membahayakan (Do No Harm) dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan menyadari hak dan tanggung jawab mereka. Kebijakan ini menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari semua pemangku kepentingan, staf, dan perwakilan; menetapkan prosedur untuk menjelaskan bagaimana kebijakan ini diterapkan di seluruh [Nama proyek/organisasi] dan pedoman tentang bagaimana dugaan SEAH dapat dilaporkan/ditangani. 

	[bookmark: _Toc115428869][bookmark: _Toc177924892]Judul Kebijakan
	Safeguarding dan/atau Perlindungan Eksploitasi,  Pelecehan, dan Kekerasan Seksual (PSEAH) (hapus jika perlu)

	Pemilik
	[Departemen Organisasi atau Nama Proyek]

	Penulis/Editor
	Nama/Jabatan [mis. Pemimpin Proyek SG]

	Tanggal Revisi/Tenggat Waktu Revisi Berikutnya
	Contoh: 20 September 2024 / 20 September 2026


Manajemen Versi 
Untuk badan amal yang terdaftar di Komisi Amal di Inggris dan Wales, kebijakan ini harus ditinjau pada setiap Insiden Serius yang Dilaporkan (SIR). Silakan kunjungi situs web Charity Commission untuk informasi lebih lanjut tentang tugas hukum untuk safeguarding.
Untuk semua entitas lain, silakan periksa undang-undang setempat untuk memastikan kepatuhan.
{Sertakan sebanyak mungkin detail dalam manajemen versi sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi Anda. Bagan di atas merinci persyaratan minimum}.

[bookmark: _Toc177924893]Prinsip-prinsip
[bookmark: _Toc177924894]Apa yang dimaksud dengan Safeguarding?
Istilah safeguarding adalah konsep luas untuk mencegah bahaya bagi manusia dan lingkungan. Kebijakan  ini berfokus pada safeguarding terhadap eksploitasi,  pelecehan, dan kekerasan seksual (SEAH) atau perlindungan dari eksploitasi,  pelecehan, dan kekerasan seksual (PSEAH) serta bahaya lainnya seperti kekerasan fisik, emosional, atau psikologis dan penelantaran. Lihat glosarium untuk definisi lebih lanjut.
Dalam konteks safeguarding yang berkaitan dengan PSEAH, kami menggunakan safeguarding untuk mencakup tindakan yang diambil oleh program atau organisasi untuk mencegah dan merespons insiden SEAH. Hal ini dapat mencakup penilaian dan mitigasi risiko, proses perekrutan yang tepat, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, penggabungan pemantauan safeguarding melalui sistem pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran (MEL), serta seluruh kegiatan lain yang bertujuan untuk mencegah dan merespons SEAH. 
[bookmark: _Toc177924895]Prinsip-Prinsip Panduan 
Prinsip-prinsip umum meliputi  6 Prinsip Inti IASC, standar PSEAH CHS , Menjaga Anak Tetap Aman, dan lain-lain. Untuk templat ini, digunakan  Prinsip Umum CAPSEAH . Hal Ini dapat disesuaikan dengan prinsip yang diadopsi oleh organisasi/proyek Anda.
[Nama proyek/organisasi] berkomitmen untuk melindungi orang-orang, terutama anak-anak, orang dewasa yang rentan, masyarakat, dan penerima bantuan proyek, dari segala bahaya yang mungkin ditimbulkan dari hubungan mereka dengan [Nama proyek/organisasi]. Ini termasuk bahaya yang timbul dari: 
- Perilaku karyawan atau sub-kontraktor yang dikontrak oleh [Nama proyek/organisasi]; dan 
- Rancangan dan pelaksanaan proyek dan kegiatan [Nama proyek/organisasi]. 
[Nama proyek/organisasi] percaya bahwa setiap orang yang berhubungan dengan kami, tanpa memandang usia, identitas gender, disabilitas, orientasi seksual, atau asal etnis, memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk bahaya, pelecehan, pengabaian, dan eksploitasi. [Nama proyek/organisasi] tidak mentoleransi adanya   pelecehan dan eksploitasi oleh karyawan, subkontraktor, atau pemangku kepentingan. 
[Nama proyek/organisasi] berkomitmen untuk menerapkan safeguarding dalam seluruh pekerjaannya, melalui tiga pilar yaitu pencegahan, pelaporan, dan penanggapan (response). 
[Nama proyek/organisasi] telah mendukung Pendekatan Bersama terhadap PSEAH dan berusaha untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip di dalamnya, yaitu
1. SEAH dilarang. Eksploitasi dan kekerasan seksual (SEA) merupakan pelanggaran berat dan alasan untuk pemutusan kontrak, dan berpotensi penuntutan berdasarkan hukum pidana, perdata, atau militer. Pelecehan Seksual (SH) adalah pelanggaran dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat tergantung pada tingkat keparahannya. Tindakan SEAH merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan merusak integritas dan dampak dari pekerjaan Kemanusiaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Perdamaian (HDP). 
Secara khusus: 
a. Gangguan fisik yang nyata atau ancaman gangguan fisik yang bersifat seksual, baik secara paksa atau dalam kondisi yang tidak setara atau bersifat paksaan, dilarang. 
b. Pertukaran uang, pekerjaan, barang, atau jasa untuk tujuan seks, termasuk permintaan seks / 'bantuan seksual' atau bentuk perilaku lain yang bersifat abusif, mempermalukan, merendahkan, atau mengeksploitasi, dilarang. Hal ini termasuk pertukaran dalam bentuk bantuan atau perlindungan yang seharusnya menjadi hak setiap orang atau komunitas.  
c. Setiap hubungan seksual yang melibatkan penyalahgunaan jabatan, peran, atau posisi, serta penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakseimbangan kekuasaan, dilarang. 
d. Aktivitas seksual dengan anak-anak (orang yang berusia di bawah 18 tahun) oleh pihak yang terlibat dalam pekerjaan HDP dilarang, terlepas dari usia mayoritas atau usia persetujuan secara lokal. Kesalahan dalam memperkirakan usia anak tidak dapat dijadikan pembelaan. 
e. Melarang pelecehan seksual terhadap rekan kerja (baik di organisasi yang sama atau tidak) atau terhadap orang-orang dalam komunitas yang menerima bantuan atau perlindungan. 
2. Tidak ada toleransi terhadap tidak adanya tindakan (inaction). Ini berarti: tidak ada toleransi terhadap tindakan SEAH; tidak ada toleransi terhadap Tindakan dalam mencegah, melaporkan, atau menanggapi SEAH; dan tidak ada toleransi terhadap pembalasan dendam terhadap penyintas atau pelapor. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada kasus SEAH yang dilaporkan. Pelaporan justru sangat dianjurkan dan tidak boleh dikenakan sanksi. 



3. Menyesuaikan pendekatan PSEAH dengan konteks dan memastikan pendekatan tersebut inklusif dan berpusat pada korban/penyintas. Berkonsultasi dengan orang-orang dan komunitas, terutama kelompok-kelompok rentan. Membangun dan memperkuat mekanisme masyarakat dan nasional yang sudah ada dalam menilai risiko SEAH dan merancang pendekatan PSEAH. Menanamkan dan memprioritaskan hak, keselamatan, kebutuhan, kesejahteraan, dan martabat penyintas dan komunitas mereka.  
4. Menanamkan pencegahan SEAH sebagai bagian dari budaya kerja. Selalu bertindak dengan integritas dan membantu menciptakan serta memelihara lingkungan yang mampu mencegah, melaporkan dan menanggapi SEAH. Pemimpin dan manajer di semua Tingkat memiliki tanggung jawab khusus untuk menyediakan sumber daya, mengembangkan, menerapkan, dan mendukung sistem PSEAH guna secara proaktif mengidentifikasi, memantau, dan menangani risiko dan laporan SEAH. 
5. Menanggapi kecurigaan, laporan, dan insiden SEAH dengan tepat. 
Secara khusus: 
a. Pengetahuan, kekhawatiran, atau kecurigaan tentang SEAH oleh personel HDP, baik dalam organisasi yang sama maupun berbeda, harus dilaporkan sesuai dengan kebijakan, panduan, dan mekanisme pelaporan organisasi. 
b. Bantuan dan investigasi harus memprioritaskan hak, keselamatan, kebutuhan, kesejahteraan, dan martabat korban/penyintas. Bantu penyintas yang melaporkan insiden untuk mengakses bantuan, terlepas dari apakah mereka berpartisipasi dalam penyelidikan. 
c. Meminta pertanggungjawaban dari mereka yang terbukti melakukan SEAH dan mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan proses hukum yang berlaku.  
6. Hormati kerahasiaan dan melindungi dari Tindakan pembalasan. Memastikan laporan dapat dibuat dengan aman dan rahasia. Semua orang yang terlibat dalam suatu tuduhan harus dilindungi dari Tindakan pembalasan, serta dijaga kerahasiaan dan martabatnya, dan menerima dukungan yang sesuai. Ini mencakup penyintas, pengadu, saksi, pelapor, dan subjek pengaduan.

[bookmark: _Toc177924896]Ruang Lingkup
Kebijakan ini menjabarkan komitmen yang dibuat oleh [Nama proyek/organisasi] dan menginformasikan kepada karyawan dan pemangku kepentingan tentang tanggung jawab mereka terkait dengan safeguarding. Untuk tujuan kebijakan ini, pemangku kepentingan termasuk staf, perwakilan, relawan, mitra atau staf dan relawan mitra, pengurus, jurnalis, selebritas, atau orang lain yang bertindak atas nama atau mewakili [Nama proyek/organisasi] dalam kapasitas apa pun, baik yang dibayar maupun yang tidak.
Kebijakan ini tidak mencakup: 
Sejalan dengan Prinsip 1e, pelecehan seksual di tempat kerja dilarang. Banyak organisasi mungkin memiliki kebijakan atau prosedur operasi terpisah untuk mengatur Pelecehan Seksual (SH) di tempat kerja. Jika ada, mereka harus mencantumkannya di sini.
Isu Safeguarding di masyarakat luas yang tidak dilakukan oleh pemangku kepentingan [Nama proyek/organisasi].

Implementasi
Seluruh staf yang bekerja untuk [Proyek/Organisasi] akan diberikan salinan kebijakan ini pada saat perekrutan. Staf diwajibkan membaca dan mengklarifikasi pertanyaan apa pun terkait kebijakan ini sebelum menandatangani pernyataan dan persetujuan untuk mematuhi kebijakan ini {untuk contoh teks lihat Lampiran A}. Kegagalan untuk mematuhi kebijakan  Safeguarding/PSEAH akan mengakibatkan tindakan disipliner hingga termasuk pemecatan atau pemutusan kontrak. 
Untuk mendukung kepatuhan terhadap kebijakan ini, staf/organisasi mitra/pengurus/pemangku kepentingan (hapus atau tambahkan jika perlu) wajib: 
1. Mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan PSEAH (sebutkan pelatihan di sini).
2. Menandatangani pernyataan untuk mematuhi kebijakan Safeguarding/PSEAH.
3. Menjalani pemeriksaan latar belakang yang sesuai, termasuk (sebutkan pemeriksaan di sini - misalnya Skema Pengungkapan Pelanggaran, Skema Pengungkapan dan Pelarangan, pemeriksaan polisi setempat, dan lain-lain). Pemeriksaan ini akan diulang (sebutkan waktu di sini atau dapat digeneralisasi dengan mengatakan 'sebagaimana dianggap tepat oleh proyek/organisasi').
4. Manajemen akan memberikan pengingat tentang kebijakan serta mekanisme pengaduan dan umpan balik kepada staf dan pemangku kepentingan.
5. Kepatuhan terhadap Safeguarding dan terhadap PSEAH akan dilampirkan pada evaluasi kinerja.
6. {Libatkan kegiatan lain yang akan berkontribusi pada pencegahan SEAH dalam proyek atau organisasi Anda. Lihat Panduan Praktis CAPSEAH untuk tindakan yang lebih rinci} 
[bookmark: _Toc177924898]Tanggung Jawab dan Larangan
Safeguarding dan melindungi semua orang dari eksploitasi,  pelecehan, dan kekerasan seksual adalah tanggung jawab semua staf dan pemangku kepentingan. Tanggung jawab dan larangan berikut ini memberikan panduan mengenai tindakan yang melanggar komitmen kita terhadap prinsip “Tidak Menimbulkan Bahaya” dan PSEAH. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan klarifikasi, silakan hubungi perwakilan SDM Anda. 
[bookmark: _Toc177924899]Tanggung jawab[footnoteRef:3] [3:  Diadaptasi dari Templat Kebijakan Safeguard milik Bond] 

[bookmark: _Toc177924900][Organisasi/Proyek] akan:
· Memastikan staf memiliki akses, memahami, dan mengetahui tanggung jawab mereka dalam kebijakan ini.
· Merancang dan melaksanakan semua program dan kegiatan dengan cara yang melindungi orang-orang dari risiko bahaya yang mungkin timbul dari kontak mereka dengan [Nama proyek/organisasi]. Hal ini termasuk cara pengumpulan dan penyampaian informasi tentang individu dalam program kita.
· Menerapkan prosedur safeguarding yang ketat dalam proses perekrutan, mengelola dan menempatkan staf dan personil terkait. 
· Memastikan staf menerima pelatihan tentang  safeguarding pada tingkat yang sesuai dengan peran mereka dalam organisasi.
· Menindaklanjuti laporan mengenai masalah safeguarding secara cepat dan sesuai dengan proses yang berlaku.
· Memastikan bahwa sarana yang aman, tepat, dan mudah diakses untuk melaporkan masalah safeguarding tersedia bagi staf dan masyarakat yang bekerja sama dengan kami.
· Memastikan bahwa setiap staf yang melaporkan kekhawatiran atau keluhan melalui saluran pelaporan pelanggaran resmi (atau jika mereka memintanya) akan dilindungi oleh Kebijakan Pelaporan [Nama Proyek/organisasi].
[bookmark: _Toc177924901]Staf dan personel terkait tidak boleh:
· Terlibat dalam aktivitas seksual dengan siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun. 
· Melecehkan atau mengeksploitasi anak-anak secara seksual. 
· Membuat anak mengalami kekerasan fisik, emosional, atau psikologis, atau penelantaran. 
· Terlibat dalam kegiatan eksploitasi komersial apa pun dengan anak-anak, termasuk pekerja anak atau perdagangan anak.
· Staf dilarang terlibat dalam kegiatan apa pun yang terkait dengan produksi, distribusi, penayangan, pengunduhan, atau pengambilan keuntungan dari konten eksplisit seksual yang melibatkan anak-anak.
· Melakukan pelecehan atau eksploitasi seksual terhadap orang dewasa yang berisiko.
· Melakukan pelecehan fisik, emosional, atau psikologis terhadap orang dewasa yang berisiko, atau penelantaran. 
· Menukar uang, pekerjaan, barang, atau jasa dengan aktivitas seksual. Hal ini termasuk pertukaran dalam bentuk bantuan apa pun yang menjadi hak penerima bantuan.
· Terlibat dalam hubungan seksual apa pun dengan penerima bantuan, karena hubungan tersebut didasarkan pada ketimpangan kekuasaan. 
· Melarang pelecehan terhadap rekan kerja secara seksual (baik di organisasi yang sama atau tidak) atau orang-orang di komunitas yang menerima bantuan atau perlindungan.

Catatan: Semua staf berdasarkan kebijakan ini wajib segera melaporkan kekhawatiran mereka ke saluran yang tepat; dengan menjaga kerahasiaan dan profesionalisme yang tinggi.
[bookmark: _Toc177924902]Melaporkan Kekhawatiran
Menyampaikan kekhawatiran tentang safeguarding sering kali merupakan proses yang sulit, baik bagi penyintas maupun bagi pihak lain yang terlibat seperti saksi, dan lain-lain. Yakinlah bahwa setiap kekhawatiran yang disampaikan kepada [Nama proyek/organisasi] akan ditanggapi dengan serius dan akan ditindaklanjuti dengan pendekatan yang berpusat pada penyintas (lihat 3.3 Pendekatan yang Berpusat pada Penyintas). 
Anggota staf yang memiliki keluhan atau kekhawatiran terkait safeguarding harus segera melaporkannya kepada Kontak Utama Safeguarding [sebagaimana mestinya] atau atasan langsung. Jika anggota staf tidak merasa nyaman untuk melapor kepada Kontak Utama Safeguarding atau atasan langsung (misalnya jika mereka merasa bahwa laporan tersebut tidak akan ditanggapi secara serius, atau jika orang tersebut terlibat dalam masalah tersebut), maka laporan disampaikan kepada anggota staf lain yang sesuai. Misalnya, kepada manajer senior atau anggota Tim SDM.
[Nama proyek/organisasi] akan menindaklanjuti laporan dan kekhawatiran tentang safeguarding sesuai dengan kebijakan dan prosedur, serta kewajiban hukum dan perundang-undangan (lihat Lampiran B Prosedur untuk melaporkan dan menanggapi kekhawatiran tentang upaya safeguarding).
[Nama proyek/organisasi] akan menerapkan tindakan disipliner yang sesuai untuk staf yang terbukti melanggar kebijakan, hingga dan termasuk pemecatan atau pencabutan kewajiban kontrak.
[Nama proyek/organisasi] akan memberikan dukungan kepada para penyintas yang mengalami dampak dari Tindakan staf atau personel terkait, terlepas dari apakah dilakukan penanganan formal secara internal (seperti investigasi internal). Keputusan mengenai dukungan akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyintas dan disesuaikan pada setiap kasus. 
Kerahasiaan harus dijaga di semua tahap proses ketika menangani masalah safeguarding. Informasi terkait kekhawatiran dan penanganan kasus selanjutnya harus dibagikan kepada pihak yang benar-benar perlu mengetahuinya, serta harus selalu dijaga keamanannya setiap saat. 

[bookmark: _Toc177924903]Apa yang harus dilaporkan

Dalam membuat laporan, akan sangat membantu jika menyertakan informasi sebanyak mungkin. Hal ini mencakup sifat pengaduan, tanggal dan waktu kejadian, siapa yang terlibat, jika ada kekhawatiran akan keselamatan seseorang, khususnya anak di bawah umur, dan apakah ada pihak lain juga telah menerima pengaduan ini. Nama dan alamat email Anda bersifat opsional untuk memungkinkan pelaporan secara anonim. Namun, harap diperhatikan bahwa dengan menyertakan detail kontak, laporan Anda dapat ditindaklanjuti .[footnoteRef:4] [4:  Diadaptasi dari Safeguarding Support Hub: Melaporkan kekhawatiran] 

Cobalah untuk memberikan fakta sebanyak mungkin. Pikirkan
Siapa yang terlibat? 
Apa yang terjadi?
Apakah ada saksi mata?
Apakah diperlukan atau telah dilakukan penanganan medis?
Kapan hal ini terjadi? Jika Anda tidak memiliki tanggal dan waktu yang spesifik, berikan perkiraan.
Di mana kejadian tersebut terjadi? 
Anda mungkin tidak memiliki semua detailnya, namun memberikan informasi sebanyak mungkin akan membantu proses investigasi. Staf tidak boleh menyelidiki sendiri masalah tersebut, namun harus melaporkan melalui saluran yang sesuai segera setelah masalah tersebut diketahui. Kerahasiaan harus dijaga setiap saat untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat.

[bookmark: _Toc177924904]Saluran Pelaporan

Contoh saluran pelaporan - sesuaikan dengan organisasi dan proyek Anda. Sangat penting untuk menyertakan informasi ini dalam format yang mudah diakses sehingga siapa pun yang ingin menyampaikan laporan dapat dengan cepat menemukan informasi yang dibutuhkan. 
Informasi di sini hanya sebagai ilustrasi. Sangat penting untuk mencantumkan  saluran pelaporan organisasi Anda. 
Email: safeguarding@my-project-organsiation.example
Portal Web online: 
Telepon:  
Alamat pos: Departemen Safeguarding FAO, Jalan Kantor, Kota, Kode Pos, Negara
Pemimpin/Kontak Utama Safeguard: (Nama dan email)
Pimpinan Proyek: projectlead@myorganisation.ex
Saluran pelaporan donor: ODA.Safeguarding@defra.gov.uk 

[bookmark: _Toc177924905]Pendekatan yang Berpusat pada Penyintas

[Nama proyek/organisasi] mengadopsi Pendekatan yang Berpusat pada Penyintas dalam menangani laporan SEAH. Informasi berikut ini telah diadaptasi dari Pendekatan Berpusat pada penyintas dari Komite Tetap Antar-Lembaga (IASC)[footnoteRef:5] [5:  Lihat Definisi & Prinsip-prinsip IASC ] 

IASC mendefinisikan pendekatan yang berpusat pada penyintas sebagai memprioritaskan hak, kebutuhan, dan keinginan penyintas. 
Penyintas memiliki hak: 
   - Diperlakukan dengan bermartabat dan dengan rasa hormat.
   - Untuk memilih—termasuk memilih bagaimana mereka berpartisipasi dalam penyelidikan, bagaimana melaporkan kekhawatiran, dan layanan dukungan apa yang mereka terima.
   - Untuk privasi dan kerahasiaan.
   - Atas non-diskriminasi. 
   - Untuk mendapatkan informasi. 
Menggunakan pendekatan yang berpusat pada penyintas berarti Anda: 
   - Memvalidasi pengalaman orang tersebut. 
   - Berusaha memberdayakan orang tersebut. 
   - Menekankan kekuatan orang tersebut. 
   - Menghargai hubungan pertolongan. 
· Pendekatan yang berpusat pada penyintas mengutamakan keselamatan, keinginan, dan kepentingan penyintas, di atas semua pertimbangan lain. 
· Pendekatan yang berpusat pada penyintas mengharuskan organisasi berbicara dan mendengarkan penyintas dengan cara yang disesuaikan dengan setiap penyintas. 
· Pendekatan ini menegaskan bahwa kesejahteraan penyintas harus diprioritaskan di atas tindakan lain seperti persyaratan pelaporan internal, melindungi reputasi organisasi, menyelesaikan proses investigasi, atau melaporkan masalah atau insiden kepada pihak berwenang.
· Jika penyintas adalah seorang anak-anak, maka kepentingan terbaik anak juga menjadi bagian dari penerapan pendekatan yang berpusat pada penyintas.
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Informasi Lain
[bookmark: _Toc177924907]Kebijakan Terkait
Berikut ini adalah Kebijakan Pelengkap yang sebaiknya ditinjau bersama Kebijakan Safeguarding dan PSEAH. Organisasi Anda mungkin memiliki beberapa atau semua kebijakan ini. Hapus atau edit sesuai kebutuhan:
Kode Etik
Anti Suap dan Korupsi
Kebijakan Pelaporan Pelanggaran
Kebijakan Keselamatan dan Keamanan
Kebijakan Anti Penindasan dan Pelecehan
Kebijakan Perbudakan Modern
Kebijakan Rekrutmen
Kebijakan Keluhan
Buku Panduan Staf

Glosarium (organisasi Anda dapat menambahkan lebih banyak istilah untuk memperjelas).

Keseimbangan probabilitas - mengacu pada standar pembuktian yang umum digunakan dalam investigasi administratif eksploitasi,  pelecehan, dan kekerasan seksual, di mana bukti yang ada lebih mendukung bahwa pelanggaran tersebut benar terjadi dibandingkan sebaliknya. 
Kepentingan terbaik bagi anak - pertimbangan utama harus diberikan pada kesejahteraan anak dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, karena ketergantungan, kedewasaan, status hukum, dan sering kali "menyampaikan aspirasi" anak, dengan tetap mempertimbangkan keadilan prosedural. 
Anak/Anak-anak - mengacu pada setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. 
Kekhawatiran/Pengaduan - mengacu pada informasi yang diberikan, baik oleh penyintas atau orang lain (sumber), yang mengindikasikan perilaku yang mungkin melanggar kebijakan atau prosedur IDRC tetapi belum dinilai. 
Kerahasiaan - mengacu pada dua aspek investigasi SEAH. Yang pertama, berkaitan dengan penyintas, yang harus sepenuhnya diinformasikan mengenai seluruh proses investigasi dan harus memberikan persetujuan. Yang kedua, berkaitan dengan akses dan penyebaran informasi, di mana tim investigasi harus memastikan bahwa informasi yang diperlukan tersedia bagi individu yang berwenang atas dasar kebutuhan untuk mengetahui. 
Tidak Membahayakan - mengacu pada prinsip panduan etika yang menetapkan bahwa organisasi harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan ketika berusaha untuk melakukan kebaikan. Prinsip ini berkaitan dengan meminimalkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan ketika memberikan dukungan atau pendanaan. 
Persetujuan berdasarkan informasi - terdiri dari tiga komponen: pemahaman, kesukarelaan, dan izin yang dinyatakan. Penyintas harus diberikan semua informasi yang berkaitan dengan proses penyelidikan, bagaimana informasi tersebut akan digunakan, potensi risiko dan manfaatnya, serta menyatakan bahwa mereka memahami informasi yang berkaitan dengan mereka (pemahaman). 
Penyintas harus memberikan persetujuan mereka secara sukarela tanpa pengaruh atau paksaan dari orang lain dan dapat berubah pikiran untuk berpartisipasi dalam penyelidikan kapan saja. 
Safeguarding - mengacu pada pencegahan dan penanganan eksploitasi, pelecehan, atau kekerasan seksual, serta segala bentuk eksploitasi, pelecehan dan kekerasan yang lebih luas. 
SEAH/PSEAH - SEAH mengacu pada eksploitasi,  pelecehan, dan kekerasan seksual (lihat definisi di bawah). PSEAH mengacu pada perlindungan dari SEAH dan mencakup semua tindakan yang diambil organisasi untuk mencegah, sejauh hal ini memungkinkan, SEAH.
Eksploitasi seksual - mengacu pada penyalahgunaan yang nyata atau percobaan penyalahgunaan terhadap seseorang yang berada dalam posisi rentan, kekuatan yang berbeda, atau kepercayaan, untuk tujuan seksual termasuk, namun tidak terbatas pada, mendapatkan keuntungan secara moneter, sosial, atau politik dari eksploitasi seksual orang lain. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, seks transaksional, ajakan untuk melakukan seks transaksional, dan hubungan eksploitatif.
Kekerasan seksual - mengacu pada gangguan fisik yang nyata atau ancaman gangguan fisik yang bersifat seksual, baik secara kekerasan, paksaan, atau dalam kondisi ketimpangan kekuasaan. Hal ini termasuk pernikahan paksa dan perbudakan seksual dan juga termasuk aktivitas seksual dengan seorang anak (siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun). 
Pelecehan seksual - mengacu pada setiap perilaku yang tidak diinginkan yang bersifat seksual, yang dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, saran atau tuntutan seksual, permintaan untuk mendapatkan bantuan seksual dan perilaku atau gerakan seksual, verbal atau fisik, yang secara wajar dapat dianggap menyinggung atau memalukan.
Subjek Pengaduan - mengacu pada orang yang menjadi sasaran tuduhan, kekhawatiran, atau kecurigaan. 
Terbukti - mengacu pada kesimpulan penyelidikan di mana terdapat bukti yang cukup berdasarkan penilaian "keseimbangan probabilitas", untuk menetapkan terjadinya pelanggaran atau insiden SEAH. 
Pendekatan yang berpusat pada korban/penyintas - pendekatan yang berpusat pada penyintas menciptakan lingkungan yang mendukung di mana hak-hak dan keinginan penyintas dihormati, keselamatan  mereka dijamin sejauh mungkin, dan mereka diperlakukan dengan bermartabat dan terhormat, seimbang dengan keadilan prosedural.  
Tidak berdasar - mengacu pada kesimpulan penyelidikan di mana bukti yang tersedia tidak cukup untuk memungkinkan penyelidikan diselesaikan, atau bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menetapkan terjadinya pelanggaran karena berbagai alasan. Kesimpulan seperti itu tidak berarti bahwa tuduhan tersebut salah. 
Korban/Penyintas - mengacu pada orang yang telah mengalami SEAH, termasuk mereka yang mengidentifikasi diri sebagai korban atau penyintas. Pilihan seseorang untuk mengidentifikasi diri (sebagai korban atau penyintas) akan dihormati. 
Pendekatan tanpa toleransi terhadap tidak adanya tindakan (inaction)- mengacu pada pendekatan yang tidak mengizinkan dan menerima segala bentuk pelanggaran, perilaku yang tidak diinginkan, dan tindakan Eksploitasi,  Pelecehan, dan Kekerasan Seksual (SEAH), serta memastikan semua tuduhan diperlakukan dengan serius, diselidiki, dan jika tuduhan tersebut dikonfirmasi melalui investigasi, maka akan dilakukan tindakan disipliner, termasuk pemecatan.
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